
•

2. Undang-Undang.

•Mengingat

c)

•

Berbasis ual sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan

namun memerlukan masa transisi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
data In huruf a dan b untuk tertib administrasi

\

keuangan daerah, perlu diterapkan Peraturan BuT"

Penukal Abab Lematang Ilir tentang Kebijakan n

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentans
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Koru "

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Ind .

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negar

Republik Indonesia Nomor 3851

1..•

ILIR,ABABLEMATBUPATI

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

AKUNTANSIKEBIJ

,

NOMOR 06~ TAHUN 2016

ABAB LEMATANG ILIRBUPATIPERA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M nimbang : a) bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar
Pemerintahan Berbasis al pasal 4 dan 5 menyatakan
bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada Standar ntansi Pemerintahan;

b) bahwa penerapan Standar ntansi Pemerintahan

RlJI'A'." PENlJKAL ARAB LEMA'fANG aIR



8. Peraturan ...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penghapusan Piutang NegarajDaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48

Tambahan Lembaran :Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

;J.. rJrlfj"jrlll,-tJrt(J;;;r)$~ 1~()m(Jr :-13 Tahun 2004 tentang

I)," irr}fJ;JIJ'{J~ n K('U<:anY8rl' Arrtara Pemerintah Pusat dan" ,.~ ., 1.:'>

IJ(;rfJ(;rirflA.J fl J ):)(;r&f) (1..A;mbaran Negara Republik Indonesia

'J f.J h IJ .' 2()()4 I orDOT J 26, Tarnbahan Lembaran Negara

J~(.!pu~)}jkIn oncr ia Nornor 4438);

:~. IJn(l:JrJg-[Jn(J~ ng Nornor 28 Tah un 2009 tentang Pajak

!Ja';1';;'l-1 (Jan R~trjbuHjDacrah (Lembaran Negara Republik
In(J()nel-:li~ Tehun 2009 Nomor ] 30, Tambahari Lembaran
Nr,;garaHcpubljk Indonesia Nomor 5049);

4. Undarig-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
r....embentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di

Provin si Sumatera Selatan ( . baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400)

tentang

Republik
Un g-Un . Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

s.
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20. Peraturan ...

15. [J"_T8t.tJTFJn Pernerirrtah lomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjama n Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia

Tahun .20) 1 Nomor 59, Tambahan Lembaran 'eg_ara

Republik Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tah un 2012 Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah

(Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2012 ornor 5
, Tarnbah an Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor

5272);
J 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4418) dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tabun 2010;

18. Peraturaan Menteri Keuangan Nomor 31jPMK.07/2005

tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan

Penetapan Penghapusan Piutang Peru aan

NegarajDaerah d.a.n Piutang NegarajDaerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

112/PMK.07/2005;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Thun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

-4-



6. Daerah ...

diselenggarakan oleh Pemerin Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang lIir.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan R at Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir,

llir

dan

LematangAbab yang

DPRD

PenukalKabupaten

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemer intah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah

Da1aIn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

Pasall,

,

BAD I

UMUM

.,
ABABLEMATANGILIRPENU

•

Menetapkan : PERATU BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
,

TENTANGKEBIJAKANAKUNTANSIPEMERINTAH UPATEN

••

20. Peraturan Meriteri Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011

yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai
Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425 );

-5-



menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

12~ Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

ntansi yang diterapkan dalamadalah prinsip-prinsip

6, Daerah Otonorn, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan rnasyarakat hukum yang mernpunyai batas-batas
wilayah yang berweriang mengatur dan mengurus ususan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempst
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan Daerah.
9. adalah proses pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pen' tisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian

laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.
10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah

pririsip-prinsip yang mendasa '"i penyusunan dan

pengembangan Standar ntansi Pemerintahan bagi

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan

rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa

dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang

belum diatur secara jelas dala In Pemyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP,

-6-
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20. Entitas ...

ke lIJllv"tl1 untuk digabungkan pada entitas pelaporan

f Jl~g'11>(n/rJengguna barang daerah dan oleh karenanya

w:~jjlJmenyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
,

naAkuntansi adalah 'unit pemerintahan pen1(I,

" J( 'Ilij kai Al untansi Pemerintah Daerah adalah pririsip-

1>.1 11 sip, asar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
, r n t)l aktik -praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah
rlaeJ' h sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan
1i:11; ) all k .iangan pemerintah daerah untuk memenuhi

,~,t lJtuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka

1.1.£;1 il gkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap

ai.ggaran, antar periode maupun antar entitas
14, Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya

ismgkat SAPOadalah rangkaian sistematik dari prosedur,

yel nggara, peralatan dan elemen lain untuk

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi

pai dengan pelaporan keuangan di lingkungan

rganisasi pemerintah daerah
). Pl. gg ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

li ingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

:J m rintah daerah yang dibahas dan disetujui bersa Ina

oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetap dengan

) aturan daerah
. ,., tuan Kerja Perangkat Darah yang selanjutnya disingkat

uPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran / pengguna barang

1T, eiabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
,

(1', ingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

K JIJf: ngan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

}J r ~elola.an APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

d~erah

] ,~, J ~er(jr 1 ara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas

.mtuk In laksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang

tl,j ,my B'UD

-7-
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(2 Dala 111•..

d. laporan opersional;

e. laporan MUS kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

c. neraca;

RARID

•

.

yang tidak dilanju

tansi, dan operasiakuntansi, perubahan estimasi

Pasal4

( 1) DalaITI rangka pertan - ngjawaban pelaksanaan APBL)

Entitas Pelaporan wajib menyusun rnenyaji Laporan

Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan peru bah an SAL;

f. laporau operasional;

g. laporan arus kas;

h. lnporan perubahan ekuitas;

i. ata atas laporan keuangan;

_i. 1 poran keuangan konsolidasian.

( 2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dan:
8.. akuntansi aset;

b. akuntansi kewajiban;

c. ntansi pendapatan-lo;
d. akuntansi pendapatan-lra;

e. ntansi beban;

f. akuntansi belanja;

g. ntansi transfer;

h. ntansi pembiayaan;

i. akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan

··9



BAB V...

•

Pasal6

( 1 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilaksanakan mulai un 2016.

( 2) Penuyusunan laporan keuangan un 2015 mengacu

kepada kebijakan ntansi sebelumnya yang berlal pada

BABIV

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Kabupaten Penukal Abab Lematang llir yangPemerin

diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Kebijakan ntansi

Pasa15

tansi Pelaporan Keuangan dan KebijakanKebijakan

c. neraca;
. d. laporan arus kas;

e. laporan perubahan ekuitas; dan

f. catatan atas laporan keuangan.

( 2) Dalam rangka peI'ta,nggungjawaban pelaksanaan APBD

Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib

menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak­

tidaknya terdiri dari:

a. laporan realisasi angga ran;

b. laporan operasional;

c. neraca;
d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.
( 3) Dalarn ran pertanggungjawaban pengelolaan

perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan

Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:

-10-

•a. laporan r isasi anggaran;

b. laporan operasiona1;
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